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BUPATI TORA^IA UTARA

PROVINSI SULAWESI SELIITAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMORS4 TAHUN2OI5

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalarn Pasa-l 3 dan

Pasal 4 Perafuran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/9/M.PAN l5l2OO7 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kine{a Uta.ma di lingkungan

Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Indikator Kineda Utama.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Tora-ja Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Menimbang

Mengingat

I
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Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4874);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s67sl;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang

Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor l4O, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5

Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja

Utara Tahun 2Ol0 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9

Tahun 2O1O tentang Organisasi dan Tata Kerja

kmbaga Teknis Daerah dan kmbaga La.in (l,embaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4

Tahun 2OlO tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol0-

203O (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun

2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Nomor l);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3

Tahun 2O12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tora.ia Utara Tahun 2Ol2-2O32 (l.embaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3)

16. Peraturan Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 4
Tahun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20ll-2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2012, Tarnbahan kmbaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA

UTAMA.

Menetapkan
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tora-ia Utara.

5. Indikatator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan

dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi

Perangkat Daerah.

6. Kine{a Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran

mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan

organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari

visi, misi dan strategis organisasi perangkat daerah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan Kebijakan

yang ditetapkan.

7. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara

nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang

lebih spesifrk, terukur dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan.

8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten

Toraja Utara.

Pasal 2

Maksud penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah adalah

dalam rangka untuk mengukur keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran strategis serta untuk meningkatkan

kinerja instansi pemerintah.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah adalah

untuk:
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a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen

kinerja secara baik ;dan

b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah

yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

pengingkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Setiap instansi Pemerintah Daerah menetapkan Indikator

Kinerja Utama.

Pasal 5

(1) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 merupakan acuan ukuran kinerja yang

digunakan oleh masing-masing perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan untuk:
a. menetapkan rencana kinerja tahunan;

b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;

c. menJrusun dokumen pe{anjian kinerja;

d. menyusun laporan kinerja; dan

e. melakukan evaluasi pencapaian kineda.

(3) Indikator Kineda Utama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ln1.

Pasal 6

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifrtas pelaksanaan

Peraturan Bupati ini, Inspektorat Daerah melaksanakan

evaluasi atas capaian kinerja setiap instansi pemerintah

dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang

disajikan dalam Laporan Kinerja.
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1

Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal 7

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan PeratLrran Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja

Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 11 Desember 2015

B TORA"IA UTARA,

FRED SORRING

. G, ltu:r.uiij

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 1I Desember 2O15

S DAERAH
RA"IA UTARA,

\- LEWARAN tsI,

BERITA DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN 2015 NOMOR ),
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Lq.MPIRAN
PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2015 TANGGAL I1 DESEMBER 2OI5TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA

IilDII(ATOR KII{ER"IA UTAJ}IA
: ParlEtsate peuggerat pemcrataaa dan pealngkatan

TGaJa Utera
Pembanguaaa Kabupetea

VISI

MISI 1

Tuiuar

No Sasaran

URUSAN LINGKUNGAI{ HIDUP

Uerlngtatrlra Kuqlltar pelayanan publtl Lepada Mas5rarakat1. Tata pemerintah yang baik
2. Meningkatkan Kualitas pelava-narl publik
3. Meningkatkar Kapasitas Lembaga_Lembaga pemerinta_h

URUSAN PERENCAITAAN PEMBANGUNAN

1

Bappeda

BappedaUntuk menilai peningkatan
kinerja perencalaan,
pelaksanaaal, pengawasal dan
evaluasi pembangunan daerah

1

2 Menurunnya Pencemaran Untuk mengukur kualitas
pengelolaar lingkungan hidup

1

3

SI(PD Tertatt &
Sumber Data

Bappeda

Tersedialya dokumen LAKIP
Kabupaten

Tersusunnya RKPD

Meningkatnya
kualitas data
dan informasi
Peren can aal]
pembangunan

Tersedianya data dan
informasi pembangunan

untuk rnenilai keter sediaarr
materi/ bahan pengendalian dan
evaluasi untuk peningkaran
kinerja perencanaan,
pelaksanaan, pengawasal dan
eva.luasi pembangrrnal daerah

Untuk menilai peningkatan
kinerja perencanaan,
pelaksanaaan, pengawasan dal
evaluasi pembangunan daerah

Untuk menilai peningkatan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangarr

Alasan

1

Bappeda

Bappeda

untuk menilai ketersediaan
materi/ bahan pengendalial dan
evaluasi untuk peningkatan
kinerja perencanaal,
pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi pembangunan daerah

2 Meningkatnya
kualitas data
dan informasi
perencanaan
pernbalgunarr

prosentase SKPD yang
menJrusun LAKIP tepat
waktu

Persentase kesesuaial
RKPD dengan usulan
Musrenbang

Alasan SKPD Terkait & Sumber
Data

Indikator Kinerja UtamaNo Sasaran

untuk mengukur kualiras
pengelolaan sampah

Terlaksananya
Pembangunal
Pengembangan
kinerja
Pengelolaan
Persampahan

Persentase Penanganarr
sampah

3

BPPLH dan Dinas Tata
Ruang & Pemukiman

Terlaksananya
pengulian
peningkatan
pengendalian
polusi

status mutu air/ Kualitas air
BPPLH

Indlkator KlnerJa Utama

I
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No

I 2 3

3 Terlaksananya
pembangunan
perlindungart
dan konservasi

Cakupal penghij auart
wilayah rawan longsor dart
sumber mata air

Untuk mengukur konservasi
sumber daya air dan
pengendalian kerusakan sumber
ar!

Untuk mengukur kualitas
pengelolaan Iingkungan hidup

Untuk menilai penenuhan sarana
dan prasa-rana persampahan

BPPLH dan Dinas
Kehutanafr darl

Perkebunan

4 Terlaksananya
pembangunan
pengendalian
pencemaran dan
perusakan
lingkungan
hidup

Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan
AMDAL

5 Terlaksananya
pembangunan

Program
pengembangan
kinerja
pengelolaan
persampahall

Tesedianya Tempat
Pembuangar Sampah (TPS)

URUSAN KEPENDUDUK.AN DAN CATATAN SIPIL

BPPLH

BPPLH dan Dinas Tata
Ruang & Pemukiman

7 Meningkatnya
pelayanan
kependudukart
dalam rangka
peningkatan
ku a.litas
penduduk

Rasio penduduk dari
242.215 Pendwdv.k yarg ber-
KTP Nasiona.l berbasis NIK
persatuan penduduk

Mengukur tingkat pelayanan
administrasi kependudukan

Disdukcapil

Kepemilikan Akta Kelahiran
per 1OO0 penduduk

Mengukur tingkat pelayanall
administrasi kepend udukan

Disdukcapil

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SE.'AHTERA

1 Tedaksananya
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi
Keluarga
Berencana dan
Keluarga

Meningkatnya Pasangaa
Usia Subur menjadi peserta
KB Aktif sebesar 650/o pada
tahun 2O16

Mengukur jurnlah pasangan usra
subur darr peserta KB aktif BKB dan PP

BKB dan PP
BKB dan PP

Cakupan Penyediaan Alat
dan Obat Kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan
masya-rakat sebesar 30Yo
pada tahun 2016.

URUSAN SOSIAI
Prosentase jumlah anak
terlantar yang berhasil
dibina, baik di dalam
maupun diluar panti

Menilai penanganal PMKS Dinsos Naker Trans

Prosentase PMKS penerima
manfaat yang mampu
melaksanalan peranan darr
fungsi sosial

Menilai penangalran PMKS

2 Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar bagi
Penyandang
Cacat, Eks
trauma dan
Lansia Terlafltar

Penyandalg
Masalah
Ke sej ah teraan
Sosial (PMKS)

Jumlah Lanlut Usia
Terlantar yang menerima
Jaminan Sosial

Menilai penanganan PMKS

Jumlah Rumah Tidak layak
Huni yang direhabilitasi

Menilai penangaran PMKS Dinsos Naker Trans

6 Dinsos Naker Trans

Sasatan Inditator xlnerJa UtaEa

Jumlah Keluarga Fakir
Miskin yang memiliki Usaha
Ekonomi Produktif

AIasao

Menilai penanganan PMKS

SKPD TerLett &
Sumbcr Data

BKB dan PP

Dinsos Naker Trans

Dinsos Naker Trals

2

Mengukur ketersediaar alat dan I BKB dan PP I

I

3 lMenurunnva
li"rr,r*,



No Sasaran

1 3

SKPD Terkait &
Sumb€r Datq

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAIVI NEGERJ

1 Tercapainya
peningkatan
kompetensi
semua anggota
Satpol PP&
Linmas

Anggota Sat.Pol PP & Linmas
Selesai Mengikuti
Pendidikan di SPN Batua
Malassar,

Mengukur kualitas tenaga
Sat.Pol PP darl Linmas

BKPP

BKPP

2
melakukal Penegakan Perda

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Jumlah PPNS untuk

& Perbup

Sekretariat DPRD dan
Bagian Hukum Setda

Mengukur tingkat pelayanan
kepada masyarakat

Mengukur Kualitas tenaga
stuktura.l

Jum.l ah pegawai fungsional
yang mengikuti diklat
fungsional

Mengukur kualitas tenaga
fungsional

Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur melalui
Pendidikan dan
pelatihan

Aktifnya pihak
eksekutif untuk
mengajukan ke
DPRD berbagai

40 buah PERDA setesai
disahkan antara Eksekutif
dengan Legislatif

Jumlah pejabat struktura.l
yang telah mengikuti diklat
kepernimpinan sesuai

Pencapaian
Perda & Perbup
dapat di
tegakkan di
tengah2
masyarakat

Mengukur tingkat ketersediaan
PPNS

Jumlah SKPD yang memiliki
jabatan fungsiona.l

Mengukur tingkat ketersediaan
jabatan fungsional

BKPP3 Peningkatan
Mutu Pelayaran
dari ApaJatur
Pemerintah

Jumlah jabatan
struktural / eselonering yang
terisi

Mengukur tingkat ketersediaan
jabatan struktural

BKPP

Irtspekorat
Menilai pelaksanaan sistem
pengawasa:l in tema-l dal

pengendalian pelaksanaan
kebijakan daerah

Inspektorat

Jumlah Penanganan Kasus
Pengaduan dilingkungan
pemerintah

InspektoratPersentase Tindak Laljut
hasil temuart pemeriksaan

Mengukur tingkat pelayanan
kepada rnasyarakat

Mengukur tingkat pelayanan
kepada masyarakat

Inspektorat

Peningkatan kompetensi
sumber daya aparatur
pengawasan

Mengukur kualitas sumber daya
aparatur pengawasan

5 Terfasilitasinya
Pelatihan bagr
bagi Aparat
Pengawasan

Mengukur tingkat pelayanan
kepada masyarakat

6 Jumlal: Ranperda yang
disusun

Semua SKPD melaksalakan
pelayanan Publik sesuai
Standar Operasional
Prosedur (SOP)

Mengukur tingkat pelayanarr
kepada rnasyarakat

Setda

Terwujudnya
tata
pemerintahan
yang baik (good
governance)

1

2

1 Terlaksananya
Pemeriksaan
Reguler,
khusus/kasus,
monitoring dan
tindak Larljut
hasil
pemeriksaan

IadiLator Nlaerja UtaEa Alasan

Sat.Pol PP & Linmas

Sat.Pol PP & Linmas

3

Setda

fI

jenjangnya



No Sasaran Iodllator Kl.aerja Utatna Alasan SNPD Tertatt &
Sut[bcr Data

1 2 3 4

7o kasus pengaduan yang
ditangani

Mengukur tingkat pelayanan
kepada masyarakat

Setda

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 Jumlah Industri Kecil dan

Menengah
Tercapainya
Sarana dan
Prasarana Pasar
yang memadai,
Pembinaan IKM
serta
pengawasan dan
perlindungan
konsumen

Jumlah Sarana dan
Prasarana Pasar yang
tersedia Mengukur tingkat ketersediaan

sarana dal prasarana pasar

Perindagkop UMKM

URUSAN PERPUSTAXAAN DAN ARSIP

Peningkatan
mutu
adrninistrasi
kearsipan
pemerintah
daerah

Meningkatnya tertib
adrninrstrasi kearsipan

Menilai pengelolaan kearsipan Perpustakaan dan ArsipI

4

I I Perindagkop - UMKM l

lM.rrgl,tr. tingkat pertumbuhan | ]

lindustri kecil dan menengah l I



VISI
MIST 2

Tujuan

NO SASARA.I'I

INDIKATOR KINER^'A UTAMA

PerlEbrta Pcrggcrrt Pcmcretee.a 6s! Pcnrngt ta!
Ucngrlsclcselt d.an EcrrlErcepat l4u pctrbangunan dt 3eggla btdarg
1. Meningkatkan Kualitas
2. Menyertieksn dan
3. Meningkatkan produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan,
4. Meningkatkan Kualitas
5. Meningkatkan kualitas

Indltrtor KlnerJe UteEa Alasea

3

Angka Partisipasi Kasar (APK) Mengukur peningkatan angka

2 5

T'RUSAIT PEIIDIDIXAIT

APK SD/MI

- 
pendidikan anak

' - usia sekola.h
bl. APK SMP/MTS
c). APK SMA/MA

Angka Putus Sekolah (APS)

a). APS MI

Dinas Pendidikan
partisipasi sekolah

Mengukur peningkatan angka
partisipasi sekola-h

Dinas Pendidikan

. APS s!4Pllqls
c). APS SMA/ MA
Pembukaan satap SD dan
SMP

Sekolal memiliki sarana darr
prasarrana

Mengukurpeningkatanlayanaa DinasPendidikal
pendidikan yang berkualitas dan
merata

Mengukur peningkatan layanan
pendidikan yang berkualitas dan
merata

Dinas Pendidikan

i Mengukur peningkatan layanan Dinas Pendidikan
pendidikan yang berkuditas dan
merata

Jumlah guru sekolah yang
diperlukan terpenuhi

AUD
D). QDIMI

.SM MTsc

.S
Pembinaan Kelompok Kerja
Guru

Mengu kur peningkatan Layanarr
pendidikan yang berkualitas dan
merata

Dinas Pendidikart

L

+ :a). TK
Guru SD/MI

d. qulu SMP MTs
. Guru CI\,141!44 +
. SMK

Persentase guru yang

- bqreertftasl&mpelensi
Men gukur peningkatan l,ayanan

Ipendidikan yang berkualitas dan
merata

MI
3). SMP/MTs

4 MAN

_ t_]-
T'RUSAIT PEXERJAAI{ T'UT'U

r
Pembangunan jalarr
sepanjang 20 I(n

Mengukur pemenuhan standar
ikelayakan infrastruldur jalan daII
jembatan

lDinas Bina Marga dan
lsumber Daya Air

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air

5

l

SXPD Terkelt &
Eunbcs lletr

1

tl i

lDinas Pendidikan

f

b).

TK

lL--r-

l
.Dinas Pendidikan 

I

_ ls). s!4K



NO SASARAIT hdltetor XlEeda Utema Alaaan SXPD Tcrlelt L
S[Ebcr Data

2 Terlaksananya
Pembangunan
dan rehabilitasi
Daeral kigasi
dan air Baku

Tenrrujudnya
pencegahan dini
dan
penanggulangan
bencana serta
perbaikan
perubahan yang
menyeluruh

2 Terlaftsananya

l***"'" 
nmbatan soo

Pemeliharaan jembatan 10O
m

Mengukur pemenuhan standar
kelayakan infrastruktur jalan dan
ljembatan

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air

4 5

Pembangunan daerah irigasi Mengukur p€menuhan

Air Baku

Pemeliharaan Daerah lrigasi Mengukur pemenuhan
Sebanyak 50 Dl dan 2 Daerah infrastruktur jaringan irigasi
Air

Mengukur tingkat pelayanan
kepada masyarakat

Dinas Bina Malga dan
Sunber Daya Air

Dinas Bina Marga dal]
Sumber Daya Air

BPBD

Distakim

Distakim

Distakim

I Persentase penanggulangan
bencana alam yang ditangari

Persentase penanggulangan
bencarra kebakaran yang
ditangani

Mengukur tingkat pelayanan BPBD
kepada masyarakat

peningkatan
I lingkungan sehat

permukiman

Terangkutnya sampah
kawasan kota Rantepao dan
hinterlandnya 140 m3/ hari (

Kec. Rantepao, Kec. Kesu' dan
kec. Tallunglipu).

untuk mengukur peningkatan
pelayanan persampahart

yang tertata

6

8 Terbangunnya Menilai
saranaprasarana perkantoran kebutuhan
(Kantor Bupati dalr 10 kantor perumahan
Kecamatan)

IJRUSA PERE CAICAAN PEIuBAITGT'XAI| DA.ERAH

Terban gumya Jaringan Air Menilai tingkat pemenuhan
B€rsih 114 kmbang /
Kel
Terbangunnya Ssntasi
Prasrana Umum MCK
Permukiman sebanyak 59
L€mbang / Kelurahan

kebutuhan masyarakat alqn
sanitasi

tingkat
sarana prasarana

pemenuhal Distakim

Terwujudnya
koordinasi
Semua bidang

Menilai ketersediaan dokumen
kajian dan penelitian

Bappeda

Untuk menilai penurunan jumlah Dinas Sosial, Tenaga
pengangguran usia produktif lKerja & Transmigrasi

1

dal penelitian
kajian

6

l,- , 3

Mengukur pemenuhan standa, , Dinas Bina Marga dan
'kelaya-kan infi-astmlrtur ja]alr da.rl Sumber Dayra Air
jembatan

sebanyaj 25 Dl dab 3 Daerah infrastruktur jaringan irigasi

I

l

kebutuhan masyarakat a-l(an air
l

URUSAII laa]iJriir. ,-t I

I lPelatihan lGrang

lTaruna
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lJumlah l(arang Taruna yalg
diberdayakan melalui Usaha

lEkonomi Produktif

Jumlah Panti yang
Secara Maksimal

Dinas Sosial, Tenaga
Kerja & Ttansmigrasi

3 Peningkatan
Kualitas
Pelayanan da.lam
Panti

i o ,;;*."r"r. ll
iTenaSa 

Keda 
i

JumJah Tenaga Kerja yang
mendapat Pelatjhan B€rbasis
Kompetensi (PBK)

lu"t"k menilai penurunan jumlah Dinas Sosial, Tenaga
pen ganggurarl usia produJ<tif Kda & Ttansmigrasi

tuk menilai penanganan PMKS Joi""" s*iatE""e"
Ke{a & Tlansmigrasi

htuk menilai penurunan jur a.L Dinas Sosial, Tenaga
Ke{a & Transmigrasipengangguran usia produldif

Jumlah Tenaga Kerja yang
Terdaftar yang Ditempatkan

Untuk menilai penurunan jumlah
pengangguran usia produktif

Tersedialya jum.lah Mentukur tingkat pelayanan
permukiman baru yang layak kepada masJ.arakat

RUSAjI TRAI| AUIGRAAI
Dinas Sosial, Tenaga

I Kerja & Ttansmigrasi
1 Tersedianya

lPermukiman

Transmigrasi
Bagi Keluarga

Jumlah Sarana dan
Prasarana UPf yang
terbangun

Mengukur tingkat pelayanan
kepada masyarakat

Dinas Sosial, Tenaga
Kerja & Transmigrasi

URUSIIN PERHT'BI'NGAIT
1 Meningkatnya hosentase Prasa]-ana

keselamatan,
keamanan dan

Penunjang LLAJ (Halte, guard prasarana penunjang LI,AJ
larrut

pe la5ranal sarana
dan prasarana
transportasi
sesuai st-arad-at'

Prosetase keterscdiaan
fasilitas perlengkapan jelan
pada jalan kabupaten / kota

untuk menilai pemenuhan sarana Dishubko minfo
dan prasarana p€rhubungan darat

I
2 Peningkatan

Kualitas SDM
dalam

Meningkatnya
Penyebaran
Informasi

tsse Peningkatan
Kualitas SDM dibidang

ultuk menilai peningkatan SDM

, 
bidang transportasi

ubko mbfo

]transpq4asi
Restrukturisasi Tersedianyaperda
Kelembs-sasn 1 Parkir- 

-I'RUSA KOMUNIKASI DAI{ INFORDIATII(A

mengukur p€ningkat€n pelayaaan

Egr,,,,
ubko minlo

Dishubko mhfo, humas
setda

tentalrg

1 Meningkatnya jumlah sarana
IT dan jenis media informasi
yang d.igunalen (FM, Tabloid,
Web)

Mengukur ketersediaan sarana
dan prasarana
dalampengembangan kimunikasi,
informasi dan media massa

Terjalinnya kerjasama dengan lMengukur ketersediaan sararra
mass media (media cetak dan dan prasarana
ele}lronik) dalampengembangan kimunikasi,

linformasi dan media massa

Dishubko minJo dan
humas setda

URUSAX PEXERINTAIIAN T'}II'M

lr.*"dt "y" TlProsentase SKPD tingkat
Kabupaten, Kecamatan dan

) ._-
TMengu-kut-pe*.t uhan sarana dan lsetda

prasarana aparatur dalam
memberikart pelayanan

sarana dan
Prasarana
Perkantoran yang

I memadai

jajaran vertikal yang memiliki

leedung Kantor

LI

7

c.c
Jun ah Yayasar Pelaku
Usaha Kessos yang
Rernnerssi

pemenuhan sarana dan lDishubko mhfo



h.lltetor XlaerJa UtrEr

Meningkatnya
Pendapatan
Daerah dari
Tahun dasar
sebesar Rp
12.714.Ea8.450,
Menigkatnya
dana bagi hasil
pajak/ bukan
pajak dari
pemerintah prov
sul-sel sebesar

Terselenggaranya
pengelolaan
pariwisata untuk
meningkatkarr
kunjungarr
\lrisatawan dan
terpeliharanya
budaya, kearifan
lokal Toraja
Utara

Meningkatnya PAD setiaP
Tahun rata-rata sebesar 167o,

Alase[

Mengukur Peningkatan Dan
Pengembangan Pendapatan
Daerah

SNPD TGrLrIt L
Su.Ebcr Detr

3 5

DPPKAD

Pendapatan dari Pemerintah
Pusat rata-rata seb€sar l0%

Rp.
9.168.O70.700,-
dart pendapatan
dari Pemerintah
Pusat Sebesar
Rp.
373.266.530.O00,
Pengelolaan
Keuangan
Daerah dan Aset
Daerah, serta
terLaksananya
sistem infor[Iasi

Pada tahun ke 5 Opini

pengelolaan
keuangan yang
akuntabel dan
transparan

Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

pengelolaal keuangan
mencapai wTP

Meningkatnya penataan
objek wisata dan situs
purbaka-la terpelihara

Meningkatnya Jur ah
Kunjungan wisata

Mengukur Peningkatan Dan DPPKAD
Pendapatan

DPPKAD

Menilai kinerja
keuangan kabupaten

pengelolaan

Disbudpar

Menilai efektivitas dal pengelolaan
pariwisata

Disbudpar

dari Pemerintah Prov. Sul-SeI Pengembangan
sebesar rata-rata 1770 Daerah

DPPKAD

1 Menilai efektivitas dan pengelolaal
pariE isata

URUSAN KEPEif,UDA DA.IT OLAHRAGA
I udnya

Penin8katan
kualitas
kep€mudaan dan
keolahragaan

Jurlah peserta yang telah
mengikuti pembinaan
kepemimpinan (Paskibraka)

Jumlah Cabang Olah raga
yang alrtif

Menilai kualitas SDM Paskibraka Dinas Pemuda &
Olahraga

Mengrrkur keterse.lia arr sararta Dinas Pemuda &
Olahragadan prasarana olah raga di daerah

URUSIAI{ XETAHAI'IAI{ PANGAN
_l

I Meningkatnya
Ketsllanarr
Pangan yang
dapat memenuhi
kebutuhan das€r
Masyarakat.

Persentase penin gkatan
produksi palgan lokal

Mengukur peningkatan produksi
pangan loka-l

Bada.n Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangsn dan
dinas pertanian

6
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Presentase Peningkatan Hasil Mengukur peningkatar produksi
Produksi Pertarian p€rtani.an

T'RUSAX PEf BER.DAYAAJf MASYARAXAT DEAA

masyaralat lembang Menilai partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan SDA dan TTG

Badan Pelaksana
Penl.uluhan dan
Ketahanan Pangan dan

s Dertaniar

I

t

ya PLBPM

pengelolaan
sumber daya
dam dan
teknologi tepat
guna

IrRUS$ PERTANL,AN

/ kecamaieJ) I
kelompok masyarakat yang
sudah mendapatkan
sosialisasi tentang
pengeloLaan SDA dan TTG

Terlaksananya Pendataan
masyarakat yang
menggunakan alat/ bal.an
TTG

Meningkatnya produksi
tanalnan pangan dan
hortikultura

Menilai partisipasi masyaral(at
dalam penggunaan alat/bahan
TIG

Terlalsananya Gelar TTG lMenilai partisipasi masyarakat
Nasional dalam pembangunar

Mengukur tingkat produksi
pertanian

PL

Dinas Pertanian dan
Perikanan, Pelaksala
Penyrluhan dan
Ketahanan Parlgar

Terwujudnya/ terl
aksananya
pengembngan
dan pcningkatan
tanalnan pangan,
hortikultura dan

URUSAN KTLAUTAI{ DA PERIKATA}I

Adanya
Pengembangan
dan
meningkatnya
hasil-hasil
produksi
perikanan

I.IRUSAN

Meningkatkan
populasi ternak

meningkatnya produksi

Persentase peningkatan
populasi temak meningkat
sebanyak :

- Kerbau kenaikamya sampa.i
akhir tahun RPJMD =7.700
ekor (40olo)

- Sapi '60%

- Kuda '60%

'600/o

- Babi '60%
- Ayam (Pedaging, buras,
Petelur)' 75%

Mengukur tingkat produksi
periksnan

Dinas Pertanian dan
Perikananperikanan

1 Mengukur tingkat
usaha temal daerah

produli:tivitas Dinas Petemakan

- rtik '75%

9
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URUSTAIT KEHUTATAI{

1 Terlaksananya
rehabilitas lahan
kritis dalam
kawasam hutan
seluas 10.084,5
Ha dan di lua.r
kawasan hutan
35.845,9 Ha

Mengukur tingkat pengeloLaan dan
pelestarian hutan dan lahan

3

Ildltetor Klncrje UteEq

Persentase Lalan kritis yallg
telah direhabilitasi

Dishutbun

2 Tercapaianya
produksi dan
mutu yang tinggi
dalam
pengelolaan hasil
hasil perkebunan

Mengukur tingkat produksi kopi
arabika Toraja

Dishutbun

Mengukur tingkat peLayanan
kepada masyarakat

Distamben

Tersedianya data potensi
energi dan sumber daya
mineral

Menilai ketersediaan data tentang
potensi energi dan sumber daya
mineral

Distamben

Persentase peningkatan hasil
produksi Kopi A.rabika Toraja.

I'RUSAIi PERTA.MBATGAN DAN ENERGI
1 Menciptakan

pengelolaan dan
pe'ngusahaarr
potensi energi
dan sumber daya
mineral secara
tertib dan ramah
lingkungan.

Jumlal perijinarr dan yang
diterbitkan

10
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MISI 3
Tujuan

NO
SASARAN

URUSAN KESEHATAN

IITDII(ATOR KINER.IA UTAIYIA

Parlvl.Eota Peaggerat Pernerataan da[ P€ntngF^tan PeflbrDgunsn Kabrrpaten
Toraja Utar.
Meniagkatkan keeejahteraea seluruh masyarakat ToraJa Utara
1. Meningkatkan pcndapatan masyarakat melalui penguatan kapasitas UMKM dan
Koperasi
2. Meningkatkan kua.litas kesehatan dan gizi masyarakat
3. Meningkatkan kualitas, pcmahaman dan penghayatan nilai-nilai religius
4. Meningkatkan kapasitas lembaga adat, lembaga suradaya masyara-kat
5. Memberdayakan m asyarakat dalam seluruh aspek pembangunal

SKPD Terkelt dar
Su-ober Data

1 Pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana
dan prarsararla
Puskesmas /
Pustu dan
Jaringal

Pengadaan,
peningkatan
sarana dan
Prasarana
RS/RS Jiwa / RS
Paru-paru dal
RS mata

Meningkatnya
Kes€hatan
keluarga

Meningkatnya
pengawasan
sediaal farmasi
dan makanan

Tersedianya obat
dan perbekalal
kesehatan yang
mem adai

Meningkatnya
mutu pelayalart
kesehatarr dasar

Penyakit menular dapat
dicegah

P en gaw asan sediaan farm asi
dan makanan

Mengukur tingkat layarran
keschatan yalg berkualitas

untuk menilai penurunan jumlalr
lingkungan kumuh

Mengukur peningkatan derajat
kesehatan masyarakat

Mengrrkur ti,fgkat lay anan
kesehatan yang berkualitas

Mengukur tingkat layanan
kesehatan yang berku a-litas

Men gukur tingkat layarlan
kesehatan yang berkualitas

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatal

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatal

v
Ilz
I

5

7

9

Prosentase ketersediaan
obat dan vaksin

IndiLator Kinerja Utamr Alasan

l 2 3

Sarana dan Prasarana
kesehatar dasar mem adai

Mengukur tingkat layanan
kesehatan yang berkualitas

3 Terciptarrya
Lingkungan
Sehat

Rumah Sakit Umum Daerah
Kab. Toraja Utara telah
tersedia

Lingkungan Sehat di wilayah
Kabupaten Toraja Utara

Gizi Masyarakat Menin gkat Dinas Kesehata-n4 Meningkatnya
gizi masyarakat

Kesehatan Keluarga
meningkat

Men gukur tingkat layanan
kesehatan yang berkualitas

Mengukur tingkat layanarr
kesehatan yarrg berkualitas

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehata-n

Sarana Kesehatan yang
terakredita.si

11

Dinas Kesehatal
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1

1

Alasan

Mengukur tingkat layanan
pere[rpuan dan alak korban
kekerasan

Menilai peningkatan kem ampuan
teknis, malajerial dan
permodalan

Menilai tingkat dan kenyamanan
lingkungar yang kondusif

Menilai Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunal

SKPD Terlatt daa
Suober Data

3

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1 Tercapainya
pembinaan
usaha-usaha
masyarakat
dalam rangka

Jumlah Koperasi Aktif

Terlayaninya hak
hak perempua.n
dan anak

Cakupal pelayanal
perempuan dan anak korban
kekerasan sebesar 5Oolo

pada tahun 2O16.

Terlaksalanya Musrenbang
Lembang,/ Kelurahan

Perindagkop UMKM

SORRING

membentuk
Koperasi Serba
Usaha

URUSAN KESATUAI{ BAITGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jumlah pembinaan
wawasan kebangsaan

URUSAN PEMBERDAYAAIY MASYARAKAT DESA

B

FRED

RAJA

BKB dan PP

Terciptanya
pembinaan
kesatuan bangsa
dalam ralgka
pem eliharaan
situasi politik
dan kerukunan
yang kondusif

BPMPLMeningkatkan
Kapasitas
Kelembagaal
Masyarakat
dalarn
pembangunan
desa

sEr(04

ASISTEN

BAG. HUKUM

L2

' lnol sasARAN Indtaator Klnerje utama

LT

lu*lr" nKoPriRAsr" l*r- *r,"rr*o 
"l

l

Menurunnya jumlah konflik rMenilai tingkat dan kenyamanan I Badan Kesatuan
dan gangguan kamtibmas lingku ngan yang kondusif ' B.rrgt" dan Politik

Badan Kesatuan ]

Bangsa dan eoUtif< 
|

IV
Iu


